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Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010 terhadap penambahan
ketentuan dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, kini anak luar kawin dapat mempunyai
hubungan keperdataan dengan ayah biol ogisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi atau alat bukti hukum lainnya yang dapat membuktikan bahwa anak tersebut memang memiliki
hubungan darah atau biologis dengan laki-laki sebagai ayah kandungnya. Seiring dengan berjalannya waktu,
ilmu pengetahuan dan teknologi sudah amat maju dan berkembang. Pembuktian anak luar kawin dengan
ilmu pengetahuan dan teknologi ialah menggunakan metode tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Dalam
hukum Islam, mengenai pembuktian menggunakan tes DNA terhadap penentuan nasab seorang anak
terdapat berbaga pendapat berbeda yang dilontarkan oleh ahli hukum Islam. Permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap pembuktian anak luar kawin dalam
penentuan nasab dengan menggunakan pembuktian melalui tes DNA serta akibat hukumnya apabila anak
tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Untuk menjawab permasal ahan tersebut, dilakukan
penelitian hukum dengan menggunakan suatu metode berbentuk yuridis normatif dengan cara meneliti
bahan pustaka maupun data sekunder. Hasil analisis adalah, bahwa pembuktian anak luar kawin dengan
menggunakan tes DNA dalam hukum Islam diletakan pada “ magasid asy-syariah” yang memiliki arti
“segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya’, karena maksud dan tujuan dari tes DNA untuk
mengetahui pertalian darah seorang anak terhadap ayah kandungnya, maka hal tersebut memberikan suatu
manfaat kepada anak itu sendiri, dan apabila tujuan tes DNA tersebut melenceng dari suatu ketentuan atau
perintah yang telah ditentukan hukum Islam, maka eksistensinya tentu akan dilarang.

...... With the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-V111/2010 on the addition of
Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, now illegitimate child can have a civil relationship with their
biological father if it can be proven by science and technology or other legal evidence that can prove that the
child does have ablood or biological relationship with aman as his biological father. Astime goes by,
science and technology are very advanced and developed. Now proving illegitimate children with science
and technology, using the DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) testing method. In Islamic Law, regarding proof
using a DNA test to determine nasab of aillegitimate child there are various different opinions expressed by
Islamic jurists. The problem raised in this study is the view of 1slamic law on proving illegitimate children in
determining of nasab using proof through DNA testing and the legal consequencesif the child can serve his
biological father. To answer these problems, legal research was carried out using a normative juridical
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method by examining library materials and secondary data. The results of the analysis are, that proving the
child outside of marriage using DNA testing in Islamic law is placed in the “magasid asy-sharia’, which
means "all actions depend on their purpose”. Because the purpose of DNA testing is to determine the
relationship of a child's blood to his biological father, then it provides a benefit to the child himself, and if
the purpose of the DNA test deviates from a provision or order stipulated by Islamic law, then its existence
will certainly be prohibited.



